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   LAMPIRAN IV 

   PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  

   PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

   NOMOR     /PRT/M/2019 

 TENTANG PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI 

KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT 
 

STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI PUSAT 

 

 

         

`         

STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI DAERAH 

 

 

 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  02/PRT/M/2019 

TENTANG  

PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI DAERAH 
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TAHAP PERENCANAAN :  

PROSES PENYUSUNAN USULAN DAK INFRASTRUKTUR PUPR  
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TAHAP PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

M. BASUKI HADIMULJONO 

 

Pemantauan Pelaksanaan 

Kegiatan oleh SKPD dan Balai 

RAPAT TRIWULANAN TIM KOORDINASI DAERAH 

Laporan Triwulan: 

• Hasil evaluasi (sesuai kriteria) 
• Rencana pengendalian pelaksanaan 

proyek; 
• Pelaksanaan Kegiatan (tim 

lelang+kontrak); 
• Progres (Koordinat dan kondisi 0%, 

50%, 100%).  

KRITERIA 

• kesesuaian pencapaian output fisik dan realisasi 
penyerapan dana hasil pelaksanaan kegiatan 
dengan target RK yang telah disetujui;  

• kesesuaian pencapaian hasil (outcome), 
pelaksanaan kegiatan dengan target RK yang 

telah disetujui; 
• kesesuaian RK yang disetujui dengan DPA 

Daerah; 
• kesesuaian RK yang disetujui dengan 

pelaksanaannya (waktu, spesifikasi teknis, dll);  
• kesesuaian RK yang disetujui dengan prioritas 

nasional; 

• kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan 
dokumen kontrak yang telah ditetapkan dalam 
metode pelaksanaan kegiatan; dan 

• kepatuhan dan ketertiban pelaporan. 

 

Evaluasi 

 
Tidak 

Ya 

Kinerja 

Tercapai 

Permasalahan 
dan tindakan 

perbaikan 

Laporan Triwulanan Kegiatan DAK Provinsi 
dan Kab/Kota 

   

JDIH Kementerian PUPR 


